
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden 

Telah dilakukan Hak Uji Materiil di MK dengan beberapa Putusan MK yaitu: 

1. Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009: 
- Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak 
mempunyai kekuatan hukum megikat; 

- Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan”  tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

2. Putusan MK Nomor 99/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009: 

Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

3. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009: 

- Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan 
mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara 
sebagai berikut: 
1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara 

Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya 
dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau 
paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar 
negeri; 

2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan 
Kartu Keluarga atau nama sejenisnya; 

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP 
yang masih berlaku hanya dapat dipergunakan di Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang 
tertera di dalam KTP-nya. 

4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, 
sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada 
KPPS setempat. 

5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP 
atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara 
di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 

 


